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Di Indonesia, korupsi telah menjadi masalah yang serius cukup kompleks dan
multifaset,Korupsi ~ dapat menghambat  pembangunan,  memperburuk
perekonomian, merusak sistem hukum dan tata kelola pemerintahan, serta
merugikan masyarakat umum baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya
maupun politik, Fakta dengan adanya sejarah membuktikan bahwa hampir setiap
negara di hadapkan pada masalah korupsi. Kondisi struktur politik dan
pemerintahan yang rentan terhadap praktik korupsi, terutama di tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi disertai lemahnya sistem hukum dan tata kelola
pemerintahan yang rentan terhadap manipulasi, praktik korupsi, pengawasan dan
kontrol sosial terhadap tindakan korupsi, faktor budaya yang menganggap tindakan
korupsi sebagai hal yang wajar atau bahkan dianggap sebagai tradisi yang sulit
dihilangkan, adanya sistem yang memudahkan korupsi seperti pengadaan barang
dan jasa, penerimaan suap, dan keseluruh lapisan Masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti mengumpulkan
dan menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terhadap sistematika hukum
dengan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atas dasar
dalam hukum terhadap subjek hukum, objek hukum peritiwa hukum, dan hubungan
hukum. Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus dengan menggunakan sumber bahan
hukum primer dan sekunder, yang metode pengumpulannya melalui studi
kepustakaan yaitu memeriksa dokumen hukum yang relevan dengan subjek
penelitian ini. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
merupakan ilmu terapan yang bersifat analisis preskriptif. Sebagai suatu ilmu
terapan, ilmu hukum dipelajari untuk praktek hukum, yaitu suatu penelitian yang
bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan
untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Konsep pidana berlanjut dalam konteks tindak pidana korupsi merujuk pada situasi
di mana tindakan yang melanggar hukum tidak terjadi sebagai peristiwa tunggal
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atau kejadian sekali-off, tetapi berlangsung secara terus-menerus atau melibatkan
serangkaian tindakan terkait yang terjadi dalam periode waktu yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, syarat-syarat untuk memperoleh penilaian pidana berlanjut
dapat melibatkan beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan secara holistik.
Diperlukan adanya keterlibatan berulang dari pelaku dalam tindakan korupsi. Ini
berarti bahwa tindakan korupsi tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali dalam
suatu periode waktu tertentu. Misalnya, seorang pejabat yang menerima suap dari
berbagai pihak atau dalam berbagai proyek atau kegiatan yang berbeda. Penting
untuk memperhatikan kelanjutan perbuatan korupsi dari waktu ke waktu. Hal ini
mencerminkan bahwa tindakan korupsi tidak berhenti setelah satu peristiwa atau
transaksi tertentu, melainkan berlanjut ke transaksi atau peristiwa berikutnya.

Proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut yang melibatkan lebih
dari satu tindak pidana adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan
pertimbangan yang cermat dari berbagai pihak yang terlibat. Pertama-tama, langkah
awal yang penting adalah identifikasi dan pemahaman yang mendalam terhadap
semua tindakan pidana yang terlibat dalam skema berlanjut. Hal ini membutuhkan
analisis yang teliti terhadap bukti-bukti yang ada, serta pemahaman yang
menyeluruh terkait hubungan antara berbagai tindakan pidana yang terjadi.
Selanjutnya, setelah kasus-kasus pidana tersebut teridentifikasi, pihak penuntut
umum akan mengajukan dakwaan yang mencakup semua tindak pidana yang
terlibat dalam skema berlanjut. Proses persidangan kemudian dilakukan di
pengadilan, di mana bukti-bukti akan diperiksa secara teliti dan argumen hukum
dari kedua belah pihak akan dipertimbangkan.

Selama persidangan, hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan
untuk mendukung dakwaan, serta argumen dari kedua belah pihak. Setelah
persidangan selesai dan terdapat keputusan bersalah, pengadilan akan
mempertimbangkan hukuman yang sesuai untuk setiap tindak pidana yang terbukti.
Proses ini melibatkan pertimbangan faktor-faktor seperti tingkat keparahan tindak
pidana, kerugian yang ditimbulkan, kepentingan publik, serta faktor-faktor mitigasi
yang mungkin ada. Setelah itu, pengadilan akan menetapkan hukuman bagi pelaku
korupsi berdasarkan pertimbangan yang telah dilakukan.

Hukuman yang ditetapkan oleh pengadilan dapat berupa denda, hukuman penjara,
pencabutan hak-hak tertentu, atau sanksi lainnya yang sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Terakhir, pihak penegak hukum akan bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa hukuman tersebut dilaksanakan sesuai dengan putusan
pengadilan. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut
memerlukan kerja sama yang solid antara pihak-pihak yang terlibat dan penegakan
hukum yang efektif.

Sebagai contoh penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut yang
didalamnya memuat lebih dari satu tindak pidana dari putusan Mahkmah Agung
Republik Indonesia Nomor 211 K/PID.SUS/2018 adalah menjatuhkan pidana
kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas)
tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah),



menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Setiawan dengan pidana penjara
penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), menjatuhkan pidana pula kepada Terdakwa
untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milir
rupiah) dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Yang mana menurut penulis
sanksi yang diberikan sudah cukup adil.
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ABSTRAK

Korupsi dapat menghambat pembangunan, memperburuk perekonomian, merusak
sistem hukum dan tata kelola pemerintahan, serta merugikan masyarakat umum
baik di bidang ekonomi, hukum, sosial budaya maupun politik. Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normative. Tipe penelitian sistematika hukum.

Syarat memperoleh penilaian pidana berlanjut dapat melibatkan beberapa elemen
yang perlu dipertimbangkan secara holistik. Diperlukan keterlibatan berulang dari
pelaku dalam tindakan korupsi. Ini berarti tindakan korupsi tidak hanya terjadi
sekali, tetapi berulang kali dalam suatu periode waktu tertentu. Hal ini
mencerminkan bahwa tindakan korupsi tidak berhenti setelah satu peristiwa atau
transaksi tertentu, melainkan berlanjut ke transaksi atau peristiwa berikutnya.

Proses penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut yang melibatkan lebih
dari satu tindak pidana adalah suatu proses yang kompleks, Sebagai contoh
penjatuhan sanksi pidana terhadap pidana berlanjut yang didalamnya memuat lebih
dari satu tindak pidana dari putusan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor
211 K/PID.SUS/2018 adalah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa odengan
pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Setiawan dengan pidana penjara
penjara selama 17 tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00
menjatuhkan pidana kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.
40.000.000.000,00 dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.2.500,00.

Kata kunci (keyword) : korupsi, pidana, tindak pidana berlanjut
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